
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang: a.

b.

Mengingat : 1.

2.

3,

bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser
Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 terfiang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun
2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara, belum memuat pengaturan mengenai
penjelasan penyisihan piutang belum mempertimbangkan
analisis data dan karakteristik piutang, sehingga perlu
dilakukan penyempurnaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun
2O15 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4182);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telair beberapa kali diubah
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Menetapkan

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentarrg Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana
Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2O15
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam
Paser utara Tahun 2O15 Nomor 3) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
(Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA.

Pasal I
Ketentuan Kebijakan Akuntansi No. 13 Akuntansi Aset Lancar
Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten penajam paser
(Berita Daerah Kabupaten Penajam paser Utara Tahun 2015
Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan peraturan
Bupati:
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a. Nomor 8 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara Tahun 2018 Nomor 8);

b. Nomor 23 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara Tahun 2019 Nomor 23);

c. Nomor 24 tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara Tahun 2023 Nomor 24);

diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
la-mpiran II yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER I.IIARA,

TOHAR

ftd

KABUPATEN PENAJAM PASER I,,TTARA TAHUN 2025 NOMOR 4.

i dengan aslinya
IAT DAERAH

AM PASER UTARA
ian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NlP. 19730117 200604 1 008
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR4 TAHUN2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

XEBI.'AKAN AKUNTAITSI NO. 13
AI(I'I{TAITSI AAEI LAJTCAR

Paragrqf-para.grw,f g@ttg dlflilts dengan huryf tcbal dan mtrtng
ad.alah parugryf lceb{alcat4 gatg holtts dlbaca dalam lconteles
porugnf-praSrCf pet{elasut gang dltllts dengan luttrJ btasa dan
Ketu;qka lton*pAnl Keb{akan Akunta.nsl Penedntan. Da.erah.

RUAITG LIITGKT'P

l. I(e},tJokan alor;rtansl tnt dltetuglcan ddlam pengelenggaruan
olanntansl asd lancor yang akan dllalnrlcan dl Neraca entlta,s
al*ntansl moulrun entltas pelaporan-

DEFIITTSI

2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan
pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Biava oerolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan
atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu
aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut
dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Nllal oasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu
investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

NlJrl watrar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar
pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi
wajar,
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I(LASIFII(ASI

3. Szatrr aset dlkloslfrlca.slrcaln sebagol aset la ncer tllco:
al dlhoragkan segeno unfrtk dapat dlrcallsasllcot4 dlpakal o,tau

dlmlllkl untuk dllual dalam utalcttt 72 (duo belc.s) bulan seJak
tang gal pelaporqfi, atau

bl ben4m lcos atau setanz lcas.

4. Semta rrset selq.Tn gang terrnasuk dala:rn (a) d.an (b)
dfklz,slfrko.sllcant sebag al q,set noa'lancor.

5. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang,
dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat
jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung
maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yalg
digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menJadl
lrurestasl Jangrca. pan{ang, a.set tetag, dana ca.dangav dan aset
lolnnga

PEIIGAKUAN DAT{ PEITGI'KURAN ASET LAITCAR

6. Asetd.talul:

pencdntah daerurt don mcmpungal nllal atar btaya gafig dapdt
dlukur dengan a ndol

bl pada soa;t dttedrna atau kepemllilcannga d.an/ata.u
kepenguasoann,g a b e4findah.

KAS DAN SETARA I(AS

7, I<ds dan setora lcas ado'lc,lt udng Atnoi dan so'/d;o slmpanan dl bonk
g@q setlap saot dapat dlgrunalcan unfitk memblagal keglata.rt
pemerlntah daetu,hfirutestaslJaaglca pendek Wng sango;t llkrttd gang
slap dlcalrlcon nenJo.dl lcos setAa bebos do;tl t*iko penl},qhan nllrri
gaig stgntfikan" Kas Jugo neltgrttl seluttth Uantg Yang Ho:tts
Irlpertang gunglawablca n-uang persedlaan (IIYHILW), saldo simglo:nan
d.t bank gang settap saoi ddlrdt dttz;rtft atau d.lgunalcan urllfrtk
malaftz,tkan penhogaran- fulqm pengertlan lcas tni Jugo tenu.suk
settr;rd leas g@ttL lnuestasl langlca pendek gqng san1g,att Ulanld gaig
stap dlcalrkon me4Jadt lcas gang nemtrrungal nasaJottth tempo gang
pendelg gatht 3 ftigQ bultrla otau krang dan t ta nggal perolehannga.

8. .[(as terdtrt atos:
a) .Kos dl l<a,s l)aeraf6
bf lfas dl Bendo.hota. Pener*naan;
cf Ifas dt Bend.aharu, Pengeluanan;

d) .t(as dIBLUD
9. Setara kas terdiri darl:

af Stmpancn dl bank dalom bentuk depostto gang Jadth tengo S
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(tlga) bulan atant lanra ng;
bl Inlurc.stasl Janqls pendek lo.lnnga gd,ng salago't llknld, bebas

darl rcsllco perubahut nllo;l gottg slgn;lfikan, sett,a nr,mlllkl masa
Jatuh tenpo 3 Wa) bulan atant la uang.

PENGI'NURAN I(AS

lO. I{crs dlulsr dan dtcato,t sebesq.r nllal nomino'L tfrlo;l nomlnal atdnya
dtsa$krrn se.besar nllal ntplaltnga Apabila terdapat kas dalann
benfrtk adluta a,siltg, dlkoruterst menJadt nqiah mcnggunalcan knrs
tcagah bank sentral pada tanggal ne?aco,.

IITVESYTASI JANGI(A PEITDEK

l l.Inrlestasl ,ranglca Pendek o,do'lrl,l lntrestast gang mcmenuhl
kritrlda sebag al bertlant:

{ d.apat sege"a dtpertualhelllca n/dlcalilcary
b) lrutesOasl taeeut dladuloarn dalatn nnglca @ernen ka!t,

atllnga pencrtntah d.o,pat nc$ual lrutestasl tcl)hlrt dgbllo.
Ittttbul lcObuEthan lcrrs;

cl beresllco tv,nd.ah; d.an

ill Jaath@tttpo dt atas 3 ftfSq tuilan sd. 72 (d.uabelas) tudan"

12. Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 1 I , maka
pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah,
karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak
termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak
termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

a) Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan
suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk
menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;

b) Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga
hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya
pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik
dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi
pemerintah; atau

c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam
memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

13.Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara
lain terdiri atas:

a) Deposito beq'angka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang
dapat diperpanjang secara otomatis (reuoluing depositsl;

b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek
oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertiflftat Bank Indonesia (SBI).



PEITGNIUAIT IITVETITASI JANGXA PENDEK

14. Sfuatrt pengeluanun lcas atatt o,set d.agat dtrrlc::ttt sebogal lrutestasl
tanglco pendek apabfb memertuhl sa.lah sottl kt'lteria :
(11 lcenuqkina;n na4faot ekonomlk d.an man{aat soslal atau Ja.sa

potenslal d.l nasa gang rrlcan dotang o,to"s suo'fut lrutestasl
tersebrt d.o,pat dtperoleh pemcrlntah dacrqlV

(21 nllal petolehan atau nllal woJar tnoestasl dagat dlukur
seco;nd ncnadal fellable).

l5.Pengeluetsn unf;,tk perclr,lrcnr lrutesta.sl Jangka pendek dlo,kl.li
sebagal pengehrdran lcrrs pencrlntah d.a.etu,h d.on tldalc dlrrkul
sebagal bela4Ja nlutr un pengeluaran penbtoga.an dt dal.am La4toron
Rect{sasi Anggaran.

16. Transaksi perolehan investasi jangka pendek hanya merupakan
reklasilikasi dari akun kas ke akun investasi jangka pendek.

PENGAXUAN HASIL NT/ESTASI

lT.Hasll trurstost yang d$rcrclch datt trutestaslJanglca pendelg dntard
laln ben4n bunga deposl'b, btmga obllgasi dan dtvlden tr'utat (cash
dfirfdend) dlcatat sebrrgat pendapata n

PENGUXURAIT IITVESTTASI JANGKA PENDEK

l8.Irutestasl Janglcs pendek dalatn benfitk surqt berh.anga, nriso,lra,go
saham d.an obllgaslJangks, pendele, dlcdtat sebeso,r blago perckh,a*
Blaga perclelun lrutestasl mellpttfJ harya trznscftsi lutesta.sl lt;t
sead.lrl dltanbah lcoraisl pera.n,tan.a lual betd Jasa botrJc do;n blo.ga
lc;lnnga gang ttntbrtl da,om ra ngka perclehon tercebuL

lg,Apdblla. tntestast dalam benfi,tk surat berhanga d.tpercleh taryn
blaga perolehary nalco lrurestasl dtnllal berdc,sarlean nllal utoJar
lrutesto.sl pada tanggol perclehonnga gaitTt sebesa? ho.rga pa.sar.
Apdbfh. tf,ddk add, nllal woJor, blaga percleho;n setans. lcos gang
dtserohlcan @tou nllrll udlqr q,set laln ganq d.lsetu'l*an unfttk
mc.mperoleh trutestasl terscbut-

2O,Irutestasi langlca pendek dalam benf;,tk nonsoltam, mtsalnga do,lo;m
benluk deposlto Janglcs pendek dlcqto;t sebes.r nllol nomlnal
deposlto terse.h&

PENILAIAIT INVES,TASI .IANGKA PEI{DEK

2l.Penllalan lrutestasl Janglco pendek pemcrlntah daerah dltalclilczn
d.engan ntdode btoga- Dengan menggunakan metode biaya, investasi
dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui
sebesar ba gian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya
investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
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PELEPASAN DAN PEMINI'AHAN INVESIASI T'AI5GI(A PENDTK

22. Pelqnsan lrutestasl pernerlntah daerah dapat tcdadt lcarena
pe$ualary d,an pelqnsan hak leareno trErdfiffan pemedntah daeruh
don laln s&agalnga-

23.Penetfma,an dut pe4lualan lnuestasl Janglca pendek dtdkttt sebagol
petetina.an lcas pemcrintah daerah dan ttdak dllagorkan sebagat
pendapatan mraugn penerlmoo;n penblogaon d.7 d.alam Latrrrlan
Reallsasi Angganun"

24.Perbedaan d,flto.ta. ha.sll plepasan lrutestast dengan nllal
tercafithtyd lro.nts d.tbebanlcan atau dlkredttlcan kepada
surplus/deffslt pe.Lepasan lrutestast dl dqlom Lagntw Opera,slonol".

PITITANG

25.Plutang adalah hok pencrinta.h daeru.h gang dapat dlnllo;t dengan
uang sebagat tr/r,tbo.t pcflan{tan ata.u alclhrrt lalnnga berdosorlcsn
peraAra.n pettrtdang-undangd o,to;u aklbat lolnnga yang sah.

26. Pluta.ng dlkla.slfrkosllcant sebagal o.set lo;ncar apahlla d.lho,rapkan
dapat dltertma pentbaga?o;n;nga dala;m uo,lcflt 72 (duo belas) bulan
s etelah tanq g al pelapo run"

27 . Pil.:l.ang terdiri dari:

a) Piutang Pajak Daerah;

b) Piutang Retribusi;

c) Piutang l,ain-lain PAD Yang Sah;

d) Piutang Dana Bagi Hasil;

e) Piutang Dana Alokasi Umum;

f) Piutang Dana Alokasi Khusus;

g) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD/Perusahaan Daerah;

h) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;

i) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah;

j) Piutang Lain-lain.

PENGANUAN PII/TAITG

28. Secr:;ra umum, plutang dta.kd (dlco;tclt) pqda so,rrlt ttmbfuryo h*
taglh pendd gang ddgat betu,sal d.ant trrungutan pendagatan do.erah"
pedkatana ttznsfer ailtar pernerlntahtn, msupun darl tunfirfi.ant
ganlC. kcrwglo;n da.erq.h.

29. Pencatatan pengakuan piutang pada prinsipnya dapat dilakukan dengan
salah satu dari dua cara berikut:
(a) pengakuan piutang dicatat (bertambah) pada setiap kali timbulnya

hak tagih pemda berdasarkan peraturan/ dokumen yang sah, dan
berkurang pada setiap kali diterima pembayarannya; atau
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(b) pengakuan piutang hanya dicatat sekali pada akhir tahun saja,
yaitu sebesar selisih kurang antara jumlah keseluruhan hak tagih
pemda berdasarkan peraturan/ dokumen yang sah selama tahun
be{alan dibandingkan dengan jumlah pembayarannya yang telah
diterima selama tahun yang bersangkutan.

30. Untuk pendapatan pqlok dqcrvtt gang dldahu.lul dengon penerbltan
sur.at ,cetetapan, plutdng pgak d.a.erah alcan dltrkul selrbq dengan
pengalanan pend.apatan SnJak daeroh po.da so.at lrlz;erbitan surat
ketctapan pqlak daeru.h gong bersa ngkrtan"

37. Unfr.tk peftd.dlra,ta;n ,e.t'lbust gang dtdaluhtl d.engan penerbltan surat
ketetopary plutanW alcan dtakul pada akhlr tahun blla terd,apat
sellslh lurung bagar antcrro Jumlah ga.ng sehantsnga dlterl;nrr
berdasarkan surat lcetetapan retrlbrtsl daerah d.engan Jumlch gdrtg
telo.h d.ltettna. pend.a-

32. Urllltk pendapatan ttanster dart pemerlntoh trrusat, sepertl d,a na
pednbangon (DAU, DBII, DAK) dan trdnsler l.alnnga, plutong olcon
dlrl/rrtl bfb bdaga:t doktnan gang ncngakrtl ad.ango kurong salur
darl ent:ltas pengaUr.

33.Ptutnng gdng betv.sal dart penbedanr pl4lona.n leepo,do
PemdafinsdAst lo,ln dlqkrtt pada saat dlkeluarko;nnga lcos dart
Relcrltttttg Kas urntm lhcrs.rt kepada tnstitr.st gang ncndapat
trrl4lotnon

34.Pl4Janan Jangka PanJang lcepada BllWDlPensolwan Daeralt
(Inoestasl lrlonPermo;nen) Uang alcan Jafrth tenqto d.alam walcdt safrt
tahtm lee deWn setok to.nggal pelo4nran tileroca dapof
dlrekLaslffkrrslkozt lce daLam alcun Baglan Lanrca,r Ph$anun kepado
BllfrID/Pentsahaan lracrah (aset, lancor).

35. Jumlah pada alatn Taglhan Pen;fitalan Altgsurz;n (Aset L,alnngQ yang
c,lcan Jafith tztwro dalam umlctu sottr tahun lcc delmn seJak ta nggal
pelaporan Nera,ca dapat dlreklaslffkaslkan ke akun Baglan Lancar
Tagltun Pet$ualon Angsuran (aset llrncarptutang lo;lnrrya).

36. &tmLah pada akun Tundttan @ntl Rugt Kentglan Daera,h (Aset
Lalnnga) gang alcon Jotz.th tenpo dalqm ul,o,td,u satu tqhw lce depan
seJak tanggol pelatrnran lileraaa dapat dtreklaslfilcasilcrnr lee rr/rrtn
Bagldn Lanrcar Tagth.on GanfJ. Rtrgl atas Kelcagaan Daetuh (aset
loncar-Plutortg latnnga).

3T,Plutang lalnnga dlgantrrlcott unf;nlk mencotat ptutqng latnnga ganq
Itdak dapat dlco;ta,t tersendttl dalom akn ptutang dt ortas,

38.Penglunl:tan pengalanan ptutang @englrr,grusfndalo;n ptuta;ns)
dllalrzakan bllo plutang tersebtft telah dlluna.sl berdasarkan butctt
penbaganan gang sah. Selain W penghenl:tan trrengo;lanaptutang Juga dapat tedadt katena pengha$rstarglhan plutang
(wrlte-off) gang bctu.rtt hdk Agfh pemerintah dlhaptslca.ry atou
penglulrusbulanan (wdtcdoutn) sald gang berurtl ha,tc, tagth
penetlntdt tctop ,n,"slh ada" penghenttan pengaldtoin ptutong
(penghqusbuktan pfuf;o;ng) aklbat, pengluptstogthan molutrrun
penglrcpusbukuan hatts dldukttrtg d,engan bulctt gang sah sesucl
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dengan pe"dAutl pentndong-undanganl mlsalngo ben4m lcepuhtsan
peJabat gang berwenang untuk menghapustaglh plutang d.an/atau
berita dcara perg@rusbrtkuan plutong.

PENGI'XI'RAN PIUTAIVG

39. Secc;ra umtm, ptutong d.icata.t sebesar nllo;l nomlnol" galfut sebesar
nllal ntplah plutang gang belum dllunasl

40. Plutang pqe/rctrlhaf dacrah dlcoto,t sebesar fumlah
pqlaUretrlbusl daetwtt gang sudah d.ltetaglcan d.l d.o'lo;m Surot
Kdctalnn PQalc/Redbusl daerah gang samgml okldr pertode (alehlr
ttrltrnn anggarun) belum d.lhaga.r oleh utqJth pqla/r/retthttst docroh-
Bllo terdapat saflksa admlnlsttu"sl o.tc"s keterla nrbatan penhdgand.rt
pqldk/refituls;t doetu.lt oleh ua$b pqlatc/reffibusf daerul4 Jumlah
sdnksi adrnlnlstrasi tersebut dqpat dlttt tbohkan lce akun ptuta ng
p4Jalc/retrthtsl do.etarL

41. Apabila SKPD/PPKD menetapkan surat ketetapan kurang bayar
pajak/retribusi daerah kepada wajib pajak/retribusi daerah, maka surat
ketetapan ini dapat menjadi bukti untuk pencatatan piutang
pajak/ retribusi daerah.

42.Plutang pendtrpatan transter dart penerlntah pusot" sepefil do;nrr
pertnbangan (DAU, DBH, I\AK) dan transfer lalnnga, dtcatat sebesar
nllal nomlno'l gang dbryatakan dalom dolanmen lrrtrc;ng so.lur gdng
dlterbltletn oleh entltas pengalur.

43.Bagtan Lancar PlnJannan Jongleo PanJang kepado.
BllMDlPentsalvan l}o'erah dtcatot sebesa" PlnJanon Janglca. PanJang
kcpada BTlMDlPentsalrrran fuerah (lcelonpok lrutesto,sl lilonPennonera)
gong c,lcan Jatuh tenpo dalam utalcttt safrt tqltun lce depan seJok
tanggal pela.poran Netu.co.

44. Baglrrft Lancar Taglhon PeqJualon Angsurail dlco,tcrt sebesar Jumlo'h
Taglhon Pe4luolan Angsuran ftelonpok Aset latnnga) gang alcan
Jatuh tenp d,olam walcttt. satu tahutt ke depan seJak tanggal
pewrotdn Nera,ca.

45. Bagtan Lancor Togthon funtl Rrtgt Ketttglan lhc"aL dtco,toi
sebesar fumlah Tvntwtan Gantt Rugt Kentgalo;n fucruL (lcelonpok
Aset Lalnnga) gantg alcan alcan Jatuh tcrryro do,lam wo,lcf,tt so;f;.,t tohun
ke detrmn seJak tanggal pelalnrzn Netaaa-

46. Pengqldn nllal pluto; g dl netsca dislqJilcalrt sebesqr nll.at yang
dapat dtreallsastkorn (a;et rcqtlzable oo;hlr,), galfit nilsl
nomjlnal plutang dikrtt'uttgt penglslhon ptutang tak tertagttL

47. Menetapkan kriteria kualitas piutang dilakukan berdasarkan penggolongan
jenis piutang :

A. Piutang pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (sef assessment/
dilakukan dengan ketentuan :

1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :

a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/ atau
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b) Masih dalam tenggang waktu jatutr tempo; dan/atau

c) Wajib pajak menyetujui hasl pemeriksaan; dan/ atau

d) Wajib pajak kooperatif; dan/atau

e) Wajib pajak likuid; dan/atau

f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :

a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/ atau

b) Apabila wajib pajak dalam jangka wakfir 1 (satu) nulan
terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama belum
melakukan perlunasan; dan/ atau

c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeruksaan; dan/atau

e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :

a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
dan/atau

b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan
perlunasan; dan/atau

c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau

d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;
dan/atau

e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria :

a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/ atau

b) Apabila wqjib ajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagrhan Ketiga belum melakukan
perlunasan; dan/ atau

c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan;
dan/atau

d) Wajib pajak bangkmt/meninggal dunia; dan/atau
e) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).

B. Piutang pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (official
assessmentf dilakukan dengan ketentuan :

1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :

a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
d) Wajib pajak likuid; dan/atau
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e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :

a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) nulan
terhitung

sejak tanggal surat Tagihan Pertama belum melakukan
perlunasan; dan/atau

c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :

a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
dan/atau

b) Apabila wajib pajak dalam jangka waldu 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan
perlunasan; dan/atau

c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau

d) \rfajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria :

a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau

b) Apabila wajib ajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan
perlunasan; dan/atau

c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

e) Wajib pajak mengalami musibah (forremajeure).

C. Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan :

1) Kualitas Lancar

a) Umur piutang 0 sampai dengan I (satu) bulan; dan/ atau

b) Apabila wajib retribusi belum melakukan perlunasan sampai
dengan tanegal jatuh tempo yang ditetapkan.

2) Kualitas Kurang Lancar

a) Umur piutang 1 (satu) nulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
dan/atau

b) Apabila wajib retribusi belum melakukan perlunasan dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Pertama tidak dilakukan perlunasan.

3) Kualitas Diragukan

a) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas)
bulan; dan/atau

b) Apabila wajib retribusi belum melakukan perlunasan dalam
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jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Kedua tidak dilakukan perlunasan.

4) Kualitas Macet

a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
b) Apabila wajib retribusi belum melakukan perlunasan dalam

jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Ketiga tidak dilakukan perlunasan atas piutang telah
diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan
piutang negara.

D. Piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi dengan ketentuan :

1) Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan perlunasan sampai dengan tanggal jatuh
tempo yang ditetapkan.

2) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tansgal
surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan,

3) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah
diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang
negara.

48. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase
ketidaktertagihan terhadap saldo piutang yang masih ada pada akhir
tahun. Persentase penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas
piutang dapat ditentukan sebagai berikut:

No. Kualitas Piutang % Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1 Lancar 5%o (lima per mil) dari jumlah piutang kualitas
lancar

2 Kurang Lancar 10% (sepuluh persen) dari jumlah piutang kualitas
kurang lancar.

3 Diragukan 50% (lima puluh persen) dari jumlah piutang
kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan
atau nilai barang sitaan fiika ada).

4 Macet 1O0% (seratus persen) dari jumlah piutang kualitas
macet setelah dikurangi nilai agunan atau nilai
barang sitaan (iika ada).

Ketentuan mengenai estimasi penyisihan piutang ta-k tertagih
dapat direvisi dengan Keputusan Kepala Daerah.

di atas
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49. Penyisihan piutang tak tertagih tidak dilakukan untuk piutang dana
transfer dari pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya, dan piutang
tuntutan ganti kerugian daerah.

PERSEDIAAil

50. Persedla.an a,da'lo'In at et lrrncar dalom bentuk barang atou
perlenglcapon garq dbna,lc-crtdlcan untwk rnr;ndu/rr,tttg lcrlgloton
opet.asTonal penel{;ntah daetslt, d.an bara ng.banung gdng
dJrnoksudkon untuk d$ual dan/atau dketz.hlcon d.alam rantgka
Itelagofton kpdd masgolu,lcaL

51. Persedlaan men4talcolt a.set gatg bentrufitd:

(al barung atou perlcnglcopan (supplks) gatg dlgunalcail d.olam
,antgka lceglatan opero,slorto'l lrlnrrtntah;

(bl bahan atatt perlcngkapan (supltlles) gqw dlgutwrcan dalarnt
ptoses produksl;

(cl barung d.o.l,am pnoses prcd.ukst gang d.tnulcsudlcan untuk d{ual
atau dlsetu,ltJcan kepada nasgarokaQ,

(dl barung ganq d.tshnpan untuk dfual dtau dtserahleort
keprrda na,sganulcat dalam twnglca lcegtatan pe,mcrtntah.

52. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan
disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis
kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan
barang bekas pakai seperti komponen bekas.

53, Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga
meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan
baku pembuatan alat-alat pertanian.

54. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai
persediaan,contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

55. Dalam ha1 pemerintah daerah menyimpan barang untuk tqjuan cadangan
strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan
berjaga- jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang
dimaksud diakui sebagai persediaan.

56. Hewan dan tanaman untuk dljual atau diserahkan kepada masyarakat
antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

57. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam
neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

58. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola
dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam
pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

59. Persediaan antara lain terdiri dari:
a) Barang konsumsi;

b) Amunisi;

c) Bahan untuk pemeliharaan;
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d) Suku cadang;

e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;

0 Pita cukai dan leges;

g) Bahan baku;

h) Barang dalam proses/setengah jadi;

i) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

j) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

PEITGAKUAN PERSEDIAAN

6O.Persedla.an dlakd pa.da sa.ot potcnsl ma4faot elconoml nosa depan
dlpetoleh penedntah do.eru,h d.an mcmpungot nllol ota.u blaga yang
degt dtulrrtr det g@t o;ndo'l.

6l.Po.d.a akhlr pet'lode akuntonsl (akhlr tahun anqgc;ran), persed.ldan
d.lcatot berdasarlcanr lrosll ln*ntorlsosuisfrc ptock opname).

PENGT'I{URAN PERSEDIAAN

62. Persedla.an dlsQllcan sebesor :
(11 btaga perolcrttn qpabfb dQerclch dengan pembellan;
(21 harya pokok produlcsl apablla d.lpercleh d.engan

memprcdulcsl sendh\
(31 nllat woJar apahfb d.lpercleh dengan cq.?a. lalnnga

seperti donast/tu;mpasa*
63. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya

pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara 1angsung
dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan
lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

64. Persedlaan dapat dlrrilo;t dengan ,ncnggutwkdn lwrga pembellan
teru.khlr apabfb set:lap unlt prsedToon nllalnga ttdck matetio,l dan
benrucqm- mocam Jenls.

6i.Peldlaan giang nenlHld nllal per unl&lgrr rle,Irrlff moitetta.L ryrd
peru,ldanlfungundn gatug ale4n dlxtahknt/dllttol lecpada pthak
lccdga/ nasgerdcat dttrJ,la;l dengan ntlat perclclun per-untdqo. nu.stng-
naslrtg.

66. Borang persedlaan gang memlltkt nlbt nomlnal gang dlmaksudfuit
unl;.tk dWoL sepertt ftorels perrn, dtnllolt dengon btaga petolelrrln
tera,l*rir.

67.Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait
dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak tangsung y.rrg
dialokasikan secara sistematis.

68. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan
menggunakan nilai wajar.
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69. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau
penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan
melakukan transaksi wajar {atm-lenght transactionl,

70. Beban persedlaan gang dlldporlcon dl daldm lalnran opera,slonrr,l
Fq adalah nllol persedlaan gong telo,rt dllconsumsl selsmo. tqhun
bertalon"

7l.I,fllgrl persedlrro; gorts trlc'rt dllcr nsumsl d.lhltuttg dengan
mct{umlal*an nllot p;e.raedltra;n autal ttaltun d.engan
belat{a,/perclehan persedlaon selano talutn bertaloq kctrruz,dlan
dlkrtrortgt d.engan estlnasl nllol persedla.an gartg teralsd pad.a alc}dr
talrungang belrseng/rr.fian-

T2.Dstfunasl nllal persed.laan akhlr tahun dapat, dlhtt;.tng d.ertgon
eano sebagal. berildtt;
al untuk persed.tawt gang l<rrla.slln'go bangalc ,trrrttun nlla;t penbelton

per unltnga ddak noter,ial (contoh persedla.an ATK), a;llal
persed.la.an aklirnga dlhlfutng berd,q,sqrlcan Jumlolt unlt
prsed.laan ganq terctsa pada alchlr tc,hun dlko,lllcon dengan nllal
perbellan gong tero,khlr.

bl untttk persedla.an gang memllTkl nllal nonlna\ sepertl lcdtcis,
nllal persedlaan akhlrnga dlhlAng berdasarlcan lurga
perclehanaga gang terukhlr.

cl untuk percedlaan Sang rlettggunalca n lco;ftu lcenda,lc
persedtaan d.engan pea'ca.to'to;a dlbkailcor. seco;fld, konthtgu settap
lcall terdapat penbellan dan petggunaanr" sepertt persedloan
obatobata n, nllal persedtaant akhlnryo mcngaclt lcepadrr lcorxl,,t
keladc.Il prsedlaan tersehtL Noman demlkian, filea dort hlrsll
Tnoento.rlsasf fsfk ptock opttane) terdapat perced.lcdn obat-
obat<lrl gang lco,datuorsq ntsa/c atau hlla ng, mo.lea nllo;l
prsedlaan lrklrJrrrga dlll;tt'tlttg berdasarlco;n Jumlah banwrq gang
ada (dengan teolndtsl bo;fQ hasil stock opnamc dlko'ltlcan nllal
pembellan gong tcrco,to;t do'lo;m karnr lcendalt persedloo*

73. Pencatatan jurnal atas transaksi pembelian/perolehan persediaan dapat
dicatat dengan sistem periodik, yaitu dengan mencatat al<un tseban
Persediaan' setiap kali terjadi transaksi perolehan persediaan, dan pada
akhir tahun dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun
tseban Persediaan' ke nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama
tahun anggaran yang berkenaan.

74.Bllo pa.d.a olchtr talun terddpat batu;ng gang dlbelt dengan
mcnggunalcanr onggdnan belonJo barang unhtk dfseruhlcon/dllual
leepada fihok lce@o/rmasgaruktrt (gang behtm dlserul{con/dlJual
kepada tlhrrk lcetlga/nu.sg r.o.lcolt), nalca nllat banang tars&ut tldo;k
mlempertgorulrl beban petsedla.a4 mcla;lnlcil;n akan mcmpengc"uh,l
Jumlah beban barang untuk dlseru.rilcon/dfud.l lcegnda fihak
ketlga/rnosgo;rulcat.
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PENGIIITGIIAPAIT PERSEDIAAN

75. Hal-hol gang perlu dluttglcaplcan dolo;m laporun keua ngan berlc.oltan
dengan petsedla.an ad.alrrh sebagat berf,/rr,il :

(11 lceb$akan alrrtntqnsl gang dlgwukan dalam pengttktran
prsedlaary

(21 pe4lela.san le;blh lo;iut persedla.an *prtt botv;ttg atqrt
pc.rlenglcapan gang dlgunsleant dala;m pclaganot masyara.Ica't,
bc;zrrg o'to'u perlcnglcapn gang dlguulcan do,lom 1rnoses
produlcsl, furang gang dlslmpan untTtk dllual atau dlseru,l*an
lcegda rrnasgatalco,t, dan batu;ng gang nasth dalam pnoscs
produksl gdng dltndksud.lcanr unfiik dllual atau dtsetz,hlcan
lccpdrr nasytrru,lcat; dan

(31 Jents, fumlal\ da nllol perscdlaan dalam kondtsl ntsq.k atou
us4rtg,
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